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Abstrak 

 

Penyelesaian perkara pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak 

pidana dilakukan melalui beberapa persidangan, yaitu persidangan di peradilan 

umum dan sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), yang dilaksanakan setelah 

adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Mekanisme 

penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana 

dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik Kepolisian dengan 

mempertimbangkan kepangkatan. Penerapan sanksi hukum bagi pemecatan bagi 

anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Sumut 

telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana sanksi pemberhentian 

dengan tidak hormat diberikan kepada oknum anggota Polri yang terlibat peredaran 

narkotika, sedangkan terhadap oknum anggota Polri yang dikualifikasi sebagai 

pengguna narkotika masih, sangat bergantung pada pertimbangan atasan 

 

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pemecatan, Anggota Polri. 

 

Abstract 

It was found that the settlement of criminal cases against members of the 

Indonesian National Police who committed crimes was carried out through several 

trials, namely trials in the general court and the hearing of the police profession 

code of ethics (KEPP), which was carried out after a court decision which had 

permanent legal force. The mechanism for the resolution of criminal cases for 

members of the Indonesian National Police who carry out criminal offenses is 

carried out preliminary examinations by police investigators taking into account 

the rank. The application of legal sanctions for dismissal of members of the 

National Police who committed narcotics crime in the North Sumatra Regional 

Police is in accordance with applicable legal provisions, where sanctions for 

dishonorable discharge are given to unscrupulous members of the National Police 

who are involved in narcotics distribution, while those who are qualified as Polri 

users. narcotics still, very much depends on the consideration of superiors 

 

Keywords: Application of Sanctions, Dismissal, Members of the National Police. 

 

I. PENDAHULUAN 

Polri yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum 

khususnya penegak hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan 
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tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, tetapi dalam kenyataannya 

banyak oknum-oknum Polri yang terlibat didalam penyalahgunaan narkoba. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian terdapat sejumlah 

anggota Polri yang bertugas di Polda Sumut yang terlibat dalam penyalahgunaan 

narkotika. Sejumlah oknum anggota Polri yang terlibat dalam kasus 

penyalahgunaan narkotika terhitung sejak tahun 2016 s.d 2019, dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel. 1 

Data Anggota Polda Sumut Yang Terlibat Penyalahgunan Narkotika 

Terhitung sejak 2016 s.d 2019 

No Thn  Bulan  

Jan Fe

b 

Mar  Ap

r 

Mei Jun Jul Agus Se

p 

Ok

t 

Nov De

s 

Jlh 

1 2016 13 20 16 15 46 28 15 26 18 31 45 24 29

7 

2 2017 27 37 17 19 21 16 19 34 18 20 15 18 26

1 

3 2018 21 28 19 21 23 6 9 17 12 28 29 19 23

2 

4 2019 25 21 17 27 22 8 12 16 21 22 8 7 20

6 

 

Sumber : Data statitik Bidang Hukum Polda Sumut. 

 

Sebagai negara hukum, maka setiap pelanggaran hukum atau perbuatan yang 

melanggar ketentuan hukum pidana haruslah diproses secara hukum, tanpa 

terkecuali bagi oknum anggota Polri. Hal ini merupakan suatu perwujudan asas 

persamaan dihadapan hukum, yang tidak membeda-bedakan status seseorang 

dihadapan hukum.  

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Polri), 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan 

umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil.  

Meskipun anggota Kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka 

juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin 

Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah No.  2 Tahun 2003 tentang Peraturan 

Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP 

No. 2 Tahun 2003). Sedangkan kode etik Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri 

No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

Polri sebagai suatu organisasi mempunyai aturan intern dalam rangka 

meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, 

kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin 

terpiliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan, peranan, 

fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam penegakan supremasi hukum, 
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langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum itu 

sendiri dalam hal ini adalah Polri.1 

Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana 

secara umum mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian, 

secara khusus mekanisme proses peradilan pidana terhadap anggota Polri yang 

melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 

Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP Nomor 3 Tahun 

2003). 

 

II. MEOTODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian 

yuridis empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, 

yaitu menganalisiss ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataannya 

di masyarakat.2 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisiss 

bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Pemecatan Terhadap Anggota Kepolisian 

Republik Indonesia (POLRI) yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Narkotika. 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif 

analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa 

permasalahan yang ada saat ini3, dalam hal ini mengenai Penerapan Sanksi Hukum 

Pemecatan Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang 

Terbukti Melakukan Tindak Pidana Narkotika. 

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang  diperoleh langsung dari hasil penelitian 

lapangan berupa hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (library research), yang bersumber 

dari bahan-bahan hukum, yang terdiri dari : bahan hukum primer, sekunder dan 

bahan hukum tersier. 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan pelaksanaan penelitian ini, yaitu 

berkaitan dengan Penerapan Sanksi Hukum Pemecatan Terhadap Anggota 

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana 

Narkotika, maka untuk memperoleh data yang vaild mengenai permasalahan dan 

pembahasan penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian lapangan di Kepolisian 

Daerah Sumatera Utara. 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan studi 

kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Studi 

kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-

teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti, yakni mengenai Penerapan Sanksi Hukum Pemecatan 

 
1Tarmin, et. al., Mekanisme Penanganan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan 

Tindak Pidana, (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 4 No. 4 November 2016, ISSN 

2302-0180, p. 1-5).  
2Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, h. 13.  
3Ibid., h. 32. 
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Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang Terbukti 

Melakukan Tindak Pidana Narkotika. Pengumpulan data primer menggunakan 

studi lapangan dengan mengadakan wawancara pihak yang berkompeten di 

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan keterangan terkait dengan 

permasalahan dan pembahasan penelitian.  

Anaisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, yakni 

suatu analisa data dalam bentuk uraian kalimat-kalimat, yang menggambarkan 

gejala-gejala dan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Pembahasan penelitian 

menggunakan analisis data kualitatif. Terhadap data yang dianalisis tersebut, maka 

akan tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya dapat ditarik 

suatu simpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Oknum  Anggota 

Polri Yang Melakukan Tindak Pidana 

Penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak 

pidana sesuai dengan ketentuan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, maka setiap 

anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Penegasan mengenai 

berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri kemudian disebutkan dalam Pasal 

29 Ayat (1) Undang-Undang Polri, yang menyebutkan: “Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasan peradilan umum”. Pada ayat (2) 

disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 ayat (1), pemerintah kemudian 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan 

Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagai peraturan pelaksana dalam pelaksanaan teknis peradilan umum 

bagi anggota Kepolisian. Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 

2003, disebutkan bahwa: “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di 

peradilan umum.  

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam 

penyelesaian perkara pidana bagi oknum anggota Polri yang melakukan tindak 

pidana berlaku hukum acara (hukum formal) yang berlaku di peradilan umum, yaitu 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP).  

KUHAP merupakan hukum acara pidana dalam peradilan umum.  Di dalam 

hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan 

proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara 

pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, 

penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh 

jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana.4 

Bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapi (inkracht), maka selain 

 
4 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 2 
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dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan putusan hakim, juga dikenakan sanksi kode 

etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sesuai ketentuan Pasal 1 

angka 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri, menyatakan bahwa: “Pemberhentian 

tidak dengan hormat yang selanjutnya disingkat dengan PTDH adalah pengakhiran 

masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota polri 

karena telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP, profesi dan/atau tindak 

pidana”. 

Ketentuan tersebut di atas sejalan dengan rumusan Pasal 13 ayat (1) Undang-

Undang Polri, yang menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik 

Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.” 

Oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti bahwa anggota 

Polri tersebut telah melanggar aturan disiplin dan kode etik. Setiap anggota Polri 

pada dasarnya wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, 

dan martabat institusi Polri. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan 

diperiksa melalui sidang kode etik, selanjutnya jika anggota terbukti melakukan 

pelanggaran disiplin dan kode etik, maka akan dijatuhi sanksi.  

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak 

menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri yang bersangkutan (Pasal 12 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3  Tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 

Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum Polri yang melakukan tindak 

pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi 

disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.  

Sebagai contoh, seorang oknum Polri yang disangkakan menggunakan 

narkotika dan diproses penyidikan, tetap harus dipandang tidak bersalah sampai 

terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas 

praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap 

oknum Polri tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka ia terancam 

diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Pasal 12 ayat (1) huruf a menentukan bahwa Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian 

Negara Penegakan Hukum Terhadap Anggota Republik Indonesia apabila: 

“Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak 

dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik 

Indonesia”. 

Penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak 

pidana didasari pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku pada peradilan 

umum, yaitu mengacu pada KUHAP. Selain itu, dalam hal oknum anggota Polri 

yang diperiksa dan diadili pada peradilan umum dinyatakan terbukti melakukan 
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tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, 

maka terhadap oknum anggota TNI tersebut berdasarkan pertimbangan atasan yang 

berhak menghukum (Ankum) dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari 

kedinasan Polri.5 

 

B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oknum Polri Yang 

Melakukan Penyalahgunaan Narkotika 

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari 

subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga 

Pemasyarkatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) 

berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem 

peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya 

kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.6 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan 

Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, menerangkan bahwa :  

Proses penyelesaian perkara pidana terhadap anggota Polri yang melakukan 

tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHAP diawali dari penyelidikan. 

Dasar dilaksanakan penyelidikan terhadap anggota Polri dapat dikarenakan 

adanya laporan yang disampaikan masyarakat atau dikarenakan tertangkap 

tangan. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang 

karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang 

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran 

disiplin atau tindak pidana. Setiap laporan adanya pelanggaran disiplin atau 

tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, dituangkan dalam Laporan 

Polri (LP). Berdasarkan Laporan Polri tersebut kemudian ditindaklanjuti 

dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP).7  

Lebih lanjut, Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum 

Polda Sumut, menerangkan bahwa: “Meski Anggota Polri dikatakan Pegawai Sipil 

dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum, akan tetapi proses peradilannya 

berbeda dengan masyarakat sipil, dikarenakan anggota Polri masih tunduk dengan 

peradilan disiplin dan kode etik, dimana masyarakat umum hanya tunduk dengan 

peradilan umum.8 

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh J. Purba tersebut di atas, 

dapat dipahami bahwa: “Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota 

Polri, selain diselesaikan melalui peradilan umum, juga harus menempuh sidang 

Kode Etik Profesi Polri (KEEP).”9 Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

 
5 Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda 

Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019. 
6Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Kencana Media 

Group, Jakarta, 2010, h. 22. 
7 Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda 

Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.   
8 Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda 

Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.     
9 Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda 

Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.     
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anggota Polri yang melakukan suatu tindak pidana, maka anggota Polri tersebut 

tetap terikat peradilan umum sama seperti masyarakat sipil umumnya, yang 

membedakan antara proses peradilan anggota Polri dengan masyarakat sipil adalah 

adanya penambahan peradilan disiplin atau kode etik dikarenakan profesinya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota Polri memiliki 

kedudukuan hukum yang sama dengan masyarakat sipil lainnya. Akan tetapi karena 

anggota Polri merupakan profesi, maka dalam penyelesaian perkara tindak pidana 

terhadap anggota Polri memiliki sedikit perbedaan dengan masyarakat biasa. 

Meskipun anggota Polri termasuk masyarakat sipil memiliki, namun karena adanya 

tanggung jawab profesi, terhadap tugas dan wewenang yang dimiliki, maka 

mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana terhadap oknum Polri terdapat 

sedikit perbedaan dengan masyarakat sipil, yaitu adanya peradilan disiplin dan kode 

etik profesi. 

Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Perkap No. 14 

Tahun 2011), diketahui bahwa penegakan KEPP bagi anggota Polri dilaksanakan 

oleh :  

1. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;  

2. KKEP;  

3. Komisi Banding;  

4. Pengemban fungsi hukum Polri;  

5. SDM Polri; dan  

6. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.  

Selanjutnya, dalam Pasal Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 tahun 2011, 

penegakan KEEP dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

1. Pemeriksaan pendahuluan;  

2. Sidang KKEP;  

3. Sidang Komisi Banding;  

4. Penetapan administrasi penjatuhan Hukuman;  

5. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel. 

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diketahui 

berdasarkan laporan atau pengaduan oleh masyarakat. Laporan atau pengaduan 

tersebut dapat melalui Direktorat Reserse Kriminal (Dir Reskrim) maupun Sub 

Bidang Provos untuk menangani dan memeriksa perkara anggota Polri yang diduga 

telah melakukan tindak pidana. Laporan yang diterima melalui Dir Reskrim 

diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam hal ini anggota Polri 

diperlakukan sama dimuka hukum seperti masyarakat biasa bisa melakukan tindak 

pidana.  

Laporan yang diterima dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana yang 

dilakukan oleh anggota Polri disampaikan ke Dir Reskrim, maka anggota Polri yang 

melakukan tindak pidana akan dihukum melalui sidang peradilan umum. Namun 

apabila laporan atau pengaduan masyarakat tersebut masuk dalam Sub Bidang 

Provos, maka akan diproses dengan melihat apakah perbuatan tindak pidana 

tersebut masuk dalam sidang disiplin Polri atau Sidang Komisi Kode Etik Profesi 

Polri yang ditentukan oleh seorang Ankum. 
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Selanjutnya Ankum akan mempertimbangkan apakah perbuatan tindak 

pidana tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran sehingga anggota Polri 

tersebut masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri. Jika Ankum menilai 

perbuatan itu hanya sebagai bentuk pelanggaran disiplin, maka cukup hanya 

dilakukan Sidang Disiplin. Namun apabila anggota Polri tersebut melakukan 

perbuatan tindak pidana yang dianggap telah membuat buruk nama institusi 

Kepolisian dan dilihat tidak dapat lagi dipertahankan sebagai anggota Polri, maka 

Ankum akan menjerat anggota Polri tersebut dengan hukuman melalui Sidang 

Kode Etik Profesi Polri. 

Menurut keterangan yang disampaikan oleh J. Purba, bahwa dilaksanakannya 

sidang kode etik tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakannya pemeriksaan 

di peradilan umum. Artinya, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa 

penyelesaian perkara terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota 

hanya diselesaikan melalui sidang kode etik.10  

Jika laporan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum 

Polri dilaporkan ke Satuan Reskrim, maka Satuan Reskrim memberitahukan kepada 

Propam melalui surat dinas bahwa ada anggota Polri melakukan tindak pidana 

diproses oleh Satuan Reskrim. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, maka Propam 

turut melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. 

Selain itu, masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan oleh anggota Polri tersebut 

dapat pula langsung melaporkan ke Yanduan Propam, sehingga Propam bersama-

sama Reskrim melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana 

yang diduga telah dilakukan oleh oknum anggota tersebut.11  

Berkenaan dengan proses penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri 

melalui peradilan umum dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana di 

lingkungan peradilan umum. Pemeriksaan perkara pidana bagi anggota Polri mulai 

dari tingkat penyidikan hingga persidangan didasarkan pada ketentuan KUHAP, hal 

tersebut dapat dilihat dari pengaturan: 

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang berbunyi “Proses 

peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara 

umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan 

umum.” 

2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang berbunyi 

“Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur 

menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”  

Mekanisme penyidikan terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana 

sama halnya dengan masyarakat umum, namun dalam hal melakukan penyidikan 

terhadap anggota Polri harus memperhatikan kepangkatan. Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, menyatakan: Pemeriksaan terhadap anggota 

 
10 Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda 

Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.     
11 Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda 

Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.      
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Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan 

memperhatikan kepangkatan sebagai berikut: 

1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berpangkat serendah-rendahnya Bintara;  

2. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berpangkat serendah-rendahnya Bintara; 

3. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;  

4. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;  

5. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.  

Selanjutnya, tahapan proses penyelesaian perkara pidana bagi oknum Polri 

yang melakukan tindak pidana mengacu pada sistem peradilan pidana, yaitu 

mengacu pada KUHAP. Berikut diuraikan mengenai proses penyelesaian perkara 

pidana melalui peradilan umum, yaitu: 

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan 

2. Tahap penuntutan 

3. Pemeriksaan persidangan 

4. Pelaksanaan putusan (eksekusi). 

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka sebenarnya anggota Polri 

tersebut tidak hanya melanggar kode etik saja, namun juga telah melanggar 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota 

Polri (disebut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003). Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, menyebutkan bahwa dalam 

pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia wajib mentaati segala 

peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.  

Ketentuan pasal tersebut di atas terdapat frasa kata “mentaati segala peraturan 

perundang-undangan”. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap anggota Polri wajib 

mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di 

Indonesia, termasuk KUHP. Oleh karenanya, setiap anggota Polri yang melakukan 

tindak pidana, maka paling tidak terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggarnya 

yaitu :  

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP);  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin 

Anggota Polri; 

3. Peraturan Kapolri Nomor Polri 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi 

Polri.  

Berkenaan dengan terdapatnya 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang 

telah dilanggar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 

Polri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, bahwa apabila terjadi 

pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui disiplin atau sidang Kode Etik Polri 

berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari Terperiksa dan pendapat serta saran 

hukum dan Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Di bidang hukum Polda Sumut, 
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jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang 

dilakukan setelah adanya putusan sidang di peradilan umum. 

Berkenaan dengan oknum Polri yang terbukti melakukan tindak pidana, dapat 

diterapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dilanggar. 

Jika tindak pidana yang dilanggar oleh anggota Polri tersebut diatur dalam pasal-

pasal KUHP, maka sanksi pidana disesuaikan dengan pasal yang dilanggar. 

Misalnya, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, maka 

terhadap pelaku diterapkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 

15 tahun. Sebaliknya, jika ketentuan pidana yang dilanggar mengacu pada 

ketentuan undang-undang khusus (tindak pidana khusus), seperti : penyalahgunaan 

narkotika, maka sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pasal-pasal yang diatur 

dalam Bab XV ketentuan pidana Undang-Undang Narkotika, yang dimulai dari 

Pasal 111 s/d 148. 

Oknum Polri yang melakukan tindak pidana, selain dapat dikenakan sanksi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, juga dapat dikenakan sanksi sidang 

disiplin ataupun sanksi kode etik. Sanksi sidang disiplin yang dilakukan di internal 

Polri meliputi : potongan gaji, penundaan kenaikan pangkat, demosi, dan kurungan. 

Sedangkan sanksi sidang kode etik, maka terhadap anggota Polri yang terbukti 

melanggar kode etik profesi Polri dapat dilakukan  pemecatan dengan tidak hormat 

(PDTH).12 

Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak 

pidana sama dengan masyarakat umum lainnya, yaitu dilaksanakan di lingkungan 

peradilan umum. Tetapi, karena anggota Polri memiliki tanggung jawab secara 

profesi, maka terdapat perbedaan dalam hal pertanggungjawaban dan penerapan 

sanksi (hukuman) yang diterapkan. 

Apabila berdasarkan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan yang 

diterima oleh DivPropam Poldasu melihat bahwa tindak pidana yang dilakukan 

oleh anggota Polri tersebut merupakan pelanggaran disiplin, maka terhadap anggota 

Polri tersebut cukup dilakukan sidang disiplin yang dilakukan oleh internal Polri 

dengan menerapkan sanksi disiplin terhadap anggota Polri tersebut, berupa: 

potongan gaji, penundaan kenaikan pangkat, demosi, dan kurungan. 

Sebaliknya, apabila berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan 

oleh Ditnarkotika atau Div. Propam Ankum mempertimbangkan bahwa akan 

dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 

Ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 tahun 2011, bahwa sanksi administratif berupa 

rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat yang dikenakan melalui sidang 

Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).  

Rekomendasi PTDH terhadap oknum Polri dapat dilakukan jika oknum Polri 

tersebut dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 

pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap, maka Propam harus menunggu putusan sidang 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract). Setelah adanya putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah kemudian dapat dilakukan 

 
12Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda 

Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.        
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sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dan sanksinya berupa sanksi 

administratif rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penerapan sanksi pidana 

terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana harus mempertimbangkan 

perbuatan pidana dan berat ringannya ancaman pidana yang dilakukan oleh anggota 

Polri tersebut. Pelaksanaan sidang kode etik dengan rekomendasi pemecatan dari 

kedinasan Polri hanya diterapkan bagi anggota Polri yang dengan sengaja 

melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun 

atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

sebagaiman diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 tahun 2011 

tentang Kode Etik Profesi.  

 

C. Penerapan Sanksi Pemecatan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan 

Tindak Pidana Narkotika  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa oknum anggota Polri 

yang melakukan penyalahgunaan narkotika mendapat sanksi hukuman, yakni 

berturut-turut penempatan ditempat khusus, diberhentikan dari jabatan yang 

bersifat demosi, pemberhentian sementara gaji dan pemberhentian dari anggota 

Polri, khusus untuk pemberhentian dilaksanakan setelah dilakukanya sidang kode 

etik profesi Polri yang merekomendasikan pemecatan, dan kemudian diajukan 

kepada atasan Ankum dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapoldasu). 

Sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang 

Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan:13 

1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: 

a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; 

b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan 

Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak 

yang dirugikan; 

c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, 

kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 

(satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; 

d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun; 

e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi 

sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; 

f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau 

g. PTDH sebagai anggota Polri. 

Sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika 

diberlakukan Undang-Undang Narkotika. Ketentuan pidana dalam undang-undang 

tersebut tidak hanya berlaku bagi bagi masyarakat, tetapi lain bagi anggota 

kepolisan yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana 

 
13 Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi 

Kepolisian Republik Indonesia. 
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Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi 

pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Pasal-pasal tersebut 

antara lain Pasal 111, Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang 

tercantum pada Undang-Undang Narkotika, kepada oknum Polri yang 

menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang 

diberikan oleh instansi yang bersangkutan. 

Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota 

Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 

setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota 

Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya setiap anggota Polri 

harus bida menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan 

yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi 

anggota Kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam 

Undang-Undang Narkotika juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut 

dari instansi yang bersangkutan. 

Oknum Polri yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan 

disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum 

serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. 

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti 

akan dijatuhi sanksi.  

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak 

menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri yang bersangkutan (Pasal 12 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena 

itu, oknum Polri yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara 

pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. 

Oknum Polri yang disangkakan menggunakan narkotika dan diproses hukum mulai 

dari proses penyidikan, harus tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti 

melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan 

penerapan dari  asas praduga tidak bersalah sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) 

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila 

putusan pidana terhadap oknum Polri tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka 

oknum anggota Polri tersebut terancam diberhentikan tidak dengan hormat sesuai 

dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Oknum Polri yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum 

acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran 

kode etik. Oknum Polri disangkakan menggunakan narkotika dan diproses 

penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak 

bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum 

Polri tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak 

dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah 
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Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

Adapun bunyi dari Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 

Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia adalah bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik 

Indonesia apabila: “Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat 

yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia”.  

Selanjutnya, Pasal 17 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 

Tentang Kode Etik Profesi Polri, yang berhak melakukan penegakan kode etik 

Polri adalah:1) Propam Polri; 2) Komisi kode etik profesi; 3) Komisi banding; 

4) Pengembangan fungsi hukum Polri; 5) SDM Polri dan 6) Propram Polri 

dibidang rehabilitasi. 

Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 

Tentang Pemberhentian Anggota Polri disebutkan bahwa: “Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut 

pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap 

berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 

Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia,  menyebutkan: 

1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan 

tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas 

Kepolisian Negara Penegakan Hukum Tidak Pidana Republik Indonesia, 

sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik 

Indonesia untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara 

langsung; 

3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri”. 

Adapun pertimbangan hukum penjatuhan sanksi pidana pemecatan atau 

pemberhentian tidak hormat terhadap anggota Polri adalah Pasal 12 ayat (1) 

huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian 

Anggota Polri, yaitu dikarenakan penjatuhan pidana penjara terhadap anggota 

Polri berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat 

dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik 

Indonesia”. 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Apaturan Sipil Negara, bahwa alasan dilakukan 

pemberhentian tidak hormat karena : 
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1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya 

dengan jabatan dan/atau pidana umum; 

3. Menjadi anggota atau pengurus partai; 

4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan 

berencana. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi 

pidana pemberhentian dengan tidak hormat bagi anggota Polri yang terbukti 

melakukan tindak pidana narkotika didasari pada pertimbangan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana menurut 

pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap 

berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini berarti 

bahwa penjatuhan pemberhentian dengan tidak hormat bagi anggota Polri yang 

melakukan tindak pidana narkotika mempertimbangkan jenis kualifikasi 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, jika terlibat dalam 

peredaran gelap narkotika dapat dipastikan oknum anggota Polri tersebut akan 

dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat oleh Atasan. Sedangkan 

bagi oknum Polri yang menggunakan narkotika, masih dapat dipertimbangkan, 

dengan menjatuhkan sanksi disiplin lainnya, seperti penurunan pangkat, 

penundaan kenaikan pangkat atau mutasi ketempat tertentu.  

 

IV. KESIMPULAN 

1. Penerapan hukum penyelesaian perkara pidana bagi oknum Polri yang 

melakukan tindak pidana narkotika di Polda Sumut mengacu pada beberapa 

ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Narkotika, 

Undang-Undang Polri, KUHP dan KUHAP jo. Peraturan Pemerintah Nomor 

3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum 

Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 

Tentang Kode Etik Profesi Polri, yang berlaku bagi internal Polri.  

2. Mekanisme penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan 

tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 

Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilakukan dengan cara melaksanakan 

pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik Kepolisian dengan 

mempertimbangkan kepangkatan. Bagi anggota Polri yang dengan sengaja 

melakukan tindak yang diancam dengan ancaman pidana di atas 4 tahun 

penjara, maka oleh penyidik Propam dapat merekomendasikan dilaksanakan 

sidang komisi kode etik untuk dilakukan pemecatan tidak dengan hormat 

(PTDH) setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
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3. Penerapan sanksi hukum bagi pemecatan bagi anggota Polri yang melakukan 

tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Sumut telah sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, dimana sanksi pemberhentian dengan tidak 

hormat diberikan kepada oknum anggota Polri yang terlibat peredaran 

narkotika, sedangkan terhadap oknum anggota Polri yang dikualifikasi 

sebagai pengguna narkotika masih, sangat bergantung pada pertimbangan 

atasan. Jika dianggap dapat dipertimbangkan untuk dipertahankan, maka 

terhadap oknum anggota Polri tersebut dijatuhi sanksi disiplin lainnya, seperti 

: penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat atau mutasi ketempat 

tertentu.  
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